
  79 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

 
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya 

Bakti: Bandung. 
 
Barada Nawawi Arief. 1998. Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah 

Hukum. Undip. Semarang. 
 
Bekti Nugroho Samsuri. 2013. Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas. Dewan 

Pers. Jakarta Pusat. 
 
Didik Endro Purwoleksono. 2015. Hukum Acara Pidana. Airlangga University 

Press. Surabaya. 
 
Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara 

Persada Utama. Jakarta. 
 
Henry Subiakto dan Rachmah Ida. 2014. Komunikasi Politik, Media, dan 

Demokrasi. Jakarta; Kencana Prenamedia Group. 
 
Isharyanto, 2016, Ilmu Negara, Oase Pustaka, Jawa Tengah. 
 
Kamarusdiana. 2018. Filsafat Hukum. UIN Jakarta Press. Jakarta. 
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia.1991. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Kajarta. 

Balai Pustaka. 
 
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. 

Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
 
Mochtar Kusumaatmadja. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Alumni. 
 
Oemar Seno Adji. 1981. Hukum Acara Pidana dalam Prospektif. Erlangga. 

Jakarta. 
 
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. 

Bina Ilmu. Surabaya. 
 
-------------------------. 1987. Perlindungan Hukum. Bina Ilmu. Surabaya. 



  80 

 
Riadi Asra Rahmad. 2019. Hukum Acara Pidana. PT RajaGrafindo Persada. 

Depok. 
 
Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta; Raja Grafindo 

Persada. 
 
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 
 
Soedjono Dirdjosisworo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada. 
 
Soekidjo Notoatmojo. 2005. Etika dan Hukum Kesehatan. Penerbit Perseroan 

Terbatas PT. Rineka Cipta. Jakarta. 
 
Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Deepublish. Yogyakarta. 
 
-----------. 2018. Hukum Acara Pidana. Zifatama Jawara. Sidoarjo. 
 
Wina Armada Sukardi. 2010. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek 

Pers. Dewan Pers. Jakarta. 
 
 
Jurnal 
 

Agus Sri Mujiyono. 2009. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan 
Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi. 
Universitas Surakarta. 

 
Aji Halim Rahman. 2022. Asas Presumption Of Innocence Dalam Perlindungan 

Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan. Persumption of Law 
Volume 4 Nomor 1. 

 
Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam 

Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Hukum Vol. XXVI No. 2. 
 
Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka 

Dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 
Tulungagung. 

Frankiano B. Randang. 2010. Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kaitan Dengan Hak Asasi 
Manusia. Karya Ilmiah. 

 



  81 

Genesia Keren Elim. 2015. Pemutarbalikan Fakta Yang Dilakukan Oleh Media 
Massa Di Tinjau Dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1981. 
Lex et Societatis. Vol. III No. 3. 

 
Manap Solihat. 2015. Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi di Indonesia 

(Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan 
Demokrasi). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol. V No. 2. 

 
Priscillia Angelina Kopalit, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan KUHAP, Lex 
Crimen Vol. IV No. 7. 

 
Ratna Ningsih, 2022, Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian 

Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris, Tesis, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 

 
 
Peraturan 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 
Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman 

Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers. 
 
Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan 

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode 
Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. 

 
 
Wawancara 



  82 

 

Arsyad Hakim selaku Wakil Direktur Harian Fajar, Direktur Pelaksana Fajar 
National Network (FNN). 

 
AS Kambie selaku Vice Editor in Chief Harian Tribun Timur dan Tribun-

Timur.com 
 
Kaswadi Anwar, kontributor media 
 
 
Website 

 
https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-media/ 
 
https://www.publikasimedia.com/pengertian-media-massa 
 
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian 
masyarakatmenurutparaahli-Menurut-Paul-B.-Horton-dan-kegiatan-di-dalam-
kelompok-tersebut. 
 
https://www.publikasimedia.com/pengertian-media-massa 
 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik 
 
https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka 
 
https://hkalawoffice.com/pemberitaan-kejahatan-oleh-media-massa-tinjauan-
terhadap-sistem-peradilan-pidana-dalam-kerangka-hak-asasi-manusia/ 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian%20masyarakatmenurutpara
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian%20masyarakatmenurutpara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka

